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Yesaya 41:10

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini
Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”



ABSTRAK

Dalam pengupayaan kesehatan di Indonesia, pembangunan rumah sakit semakin pesat.
Rumah sakit di Indonesia dapat didirikan oleh Yayasan. Yayasan adalah suatu badan
hukum yang dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dari Yayasan
yaitu untuk sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satunya adalah
kegiatan usaha dalam bentuk rumah sakit. Rumah sakit dapat melakukan tindak pidana,
seperti tindak pidana lingkungan yaitu membuang limbah medis dengan sembarangan
tanpa adanya pengelohan limbah medis. Limbah medis yang dihasilkan itu seperti bekas
jarum suntik, bekas operasi, bekas infus, dan bahan kimia lainnya yang termasuk
limbah B3. Limbah B3 ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan dapat
mencemari lingkungan hidup. Dalam Undang - Undang Lingkungan Hidup, kata “setiap
orang” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan suatu Yayasan bukanlah badan usaha

yang tidak berorientasi pada keuntungan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengupayaan kesehatan terhadap masyarakat di Indonesia maka pembangunan
rumah sakit semakin pesat. Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan
masyarakat. Tempat pelayanan kesehatan itu harus mementingkan kesehatan di
sekitar rumah sakit dengan memperhatikan kebersihan dan kenyamana karena rumah
sakit juga bisa menjadi sarang penyakit untuk manusia. Pasal 28h ayat (1) Undang -

Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu, rumah sakit harus menjaga kebersihan dan lingkungan hidup demi
kepentingan setiap orang karena setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan

hidup yang baik, sehat, dan bersih.

Lingkungan hidup memiliki sistem - sistem yang saling berhubungan satu sama lain
seperti lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan
sosial yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta
mahkluk hidup lainnya.l Jika terdapat salah satu unsur dari sistem tersebut terlihat
adanya perubahan maka akan sangat mempengaruhi unsur yang lainnya juga.

Hubungan unsur - unsur tersebut adalah ekosistem. Ekosistem itu harus dijaga dan

' Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him.
111.



dilestarikan agar dapat bermanfaat bukan hanya untuk generasi saat ini tetapi generasi

masa depan.2

Setiap rumah sakit dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat  akan
menghasilkan limbah medis dengan volume besar yang termasuk ke dalam limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pada tahun 2003, peningkatan limbah medis tajam sangat banyak ditemukan. Dalam
satu laporan di Indonesia, salah satu limbah tajam yaitu alat suntik untuk pengobatan
mencapai 10 juta pelayanan. Selain pengobatan, alat suntik juga digunakan untuk
imunisasi bayi dan anak - anak setiap tahunnya mencapai 4,9 juta anak dan masing -
masing anak membutuhkan 8 suntikan.3 Pada tahun 2012, limbah medis banyak
ditemukan di tempat - tempat penjualan mainan anak dan sangat mencuri perhatian
masyarakat karena seharusnya limbah medis tersebut seperti alat suntik, alat infus, dan

sarung tangan harus dimusnahkan tidak boleh sampai masyarakat menyentuhnya.

Limbah B3 sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Nomor
32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.”

* Ibid, him.135.
3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Penangan Limbah Medis Tajam Harus Segera
Dibenahi, www.depkes.go.id, tanggal dibuat 2 Juli 2003, tanggal diakses14 Maret 2017.

4 Ibid.



Seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan
menggunakan alat pengelolaan limbah yaitu insinerator agar tidak mencemari
lingkungan karena alat tersebut akan membakar limbah medis hingga musnah5 sebelum
dibuang ke sarana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 ayat
(1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3
yang dihasilkannya.”

Pencemaran yang dilakukan oleh rumah sakit karena limbah medis harus diberikan
sanksi karena menimbulkan akibat yang dapat merusak lingkungan hidup dan
kesehatan manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit adalah limbah padat, cair, dan gas yang
mengandung zat - zat kimia beracun dan berbahaya. Limbah yang dihasilkan dari
kegiatan penyembuhan pasien yang berupa sisa bahan pencucian luka, alat bekas
operasi, dan cucian darah yang jika dibuang sembarangan sangat mengganggu
kesehatan manusia dan lingkungan hidup, selain itu terdapat limbah - limbah medis
yang tajam seperti bekas jarum suntik yang dapat menimbulkan bahaya seperti luka
akibat tusukan dan dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi. Limbah yang

dihasilkan selain itu adalah limbah kimia yang dapat menimbulkan ledakan dan

> Nadia Paramita, Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto,
http://www.ejournal.undip.ac.id, Maret 2007, diakses 14 Maret 2017.




pencemaran air. Limbah yang dihasilkan dari obat -obatan kadarluasa juga harus
dilakukan pengelolaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Limbah medis yang
lain adalah limbah patologi seperti jaringan tubuh manusia yang dibuang dari proses

operasi atau bedah.¢

Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014
Tetntang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Limbah B3 yang
dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan seperti limbah klinis
memiliki karakteristik infeksius, produk farmasi kedaluwarsa, bahan kimia
kedaluwarsa, dan peralatan laboratorium. Limbah tersebut harus dilakukan
pengelolaan agar tidak mencemari lingkungan karena termasuk dalam kategori

berbahaya.

Jika rumah sakit tidak mempunyai tempat dan alat pengelolaan limbah, tidak hanya
mencemari lingkungan tetapi juga membuat masalah mengenai kesehatan di
lingkungan sekitar dikarenakan limbah medis sudah terkontaminasi dengan bakteri,

virus infeksi, dan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia.”

Pengelolaan limbah itu penting agar limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan
dapat dibuang ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, bukan
dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah atau hanya dibuang di pinggir jalan.

Ada rumah sakit yang tidak memiliki alat tersebut seperti

Rumah Sakit Citra Medika, Siduardjo sehingga pembuangan limbah medis tidak diolah
dan hanya dibuang di pinggir jalan Surabaya.8 Rumah sakit yang baik harus mempunyai
alat pengelolaan limbah dan hal ini telah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang -

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

% Nadia Paramita, Op.cit.

" Ibid.

8 Jejak Kasus, Tidak Punya Incinerator, RS Citra Medika Buang Limbah B3 Jarum Suntik DI,
Ketahuan Jejak Kasus, www .jejakkasus.info, 1 Desember 2015, diaksees 10 Maret 2017



“Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dapat meliputi:

a. instalasi air;

b. instalasi mekanikal dan elektrikal;

c. instalasi gas medik;

d. instalasi uap;

e. instalasi pengelolaan limbah;

f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
h. instalasi tata udara;

i. sistem informasi dan komunikasi; dan

j. ambulan.”

Setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dengan limbah tanpa
adanya pengelolaan harus bertanggungjawab akan perbuatannya dan telah melanggar
aturan di dalam Pasal 103 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun. Dalam Pasal 100, 101, dan 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 harus memiliki



teknologi untuk pengelolaan limbah b3, standar lingkungan hidup, izin pengelolaan
limbah B3, izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah

B3.9

Terdapat rumah sakit yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah dengan
sembarangan tanpa adanya pengelolaan tetapi ada juga karena rumah sakit tersebut
masih belum mengetahui cara mengelola limbah medis atau belum mempunyai
prasarana untuk pengelolaan limbah medis tersebut. Dalam hukum pidana, pembuktian
sangatlah penting untuk mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur - unsur
rumusan delik serta sengaja atau tidaknya perbuatan yang dilakukan dari seseorang

yang diduga melakukan perbuatan pidana.10

Badan usaha meliputi badan usaha berbadan hukum dan bukan hukum.!! Badan usaha
yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi
sedangkan yang bukan badan hukum adalah Firma dan Commanditer Vennotschap
(CV).12 Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan Yayasan bukanlah suatu badan usaha.
Setiap rumah sakit mempunyai kedudukan seperti Perseroan Terbatan atau Yayasan.!3
Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari
keuntungan. Sedangkan Yayasan tidak mencari keuntungan untuk pengurus-pengurus
rumah sakit melainkan untuk kegiatan kemanusiaan, agama, dan sosial sehingga
Yayasan bukan termasuk badan usaha seperti yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan :

? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun

' Hermien Hadiati Koeswadji, Op.cit, him. 135.

"' Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat — Kiat Cerdas, Mudah,
dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Penerbit Kaifa, Bandung, 2010.

'2 Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, dan Togi Pangaribuan, Pengantar
Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

By, Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991,
hlm. 13.



“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Timbul suatu pertanyaan mengenai apakah suatu Yayasan dapat dikatakan badan usaha
dan dapat melakukan kegiatan usaha atau tidak. Terdapat pendapat yang berbeda -
beda mengenai hal tersebut. Ada yang berpendapat boleh melakukan kegiatan usaha
selama bertujuan sosial ada juga yang berpendapat tidak boleh karena yayasan tidak
mencari keuntungan dan tujuan untuk kegiatan sosial, 14 sedangkan PT mencari

keuntungan untuk pengurus dan anggotanya.

Di dalam Pasal 1 angka 32 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menyebutkan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Dalam Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya
mengatur tentang badan usaha. Kedudukan Rumah Sakit bukan hanya PT, tetapi
Yayasan juga. Yayasan berbeda dengan PT dari segi tujuan didirikannya. W. L. G.
Lemaire berpendapat bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni

pemisah suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan.15

Jika suatu rumah sakit yang berkedudukan yayasan seperti rumah sakit di Mojokerto
yaitu Rumah Sakit Reksa Waluyal6 mencemari lingkungan hidup dengan limbah medis,

bisa atau tidak diterapkan hukum pidana berdasarkan Undang - Undang Nomor 32

'* Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan, Nuansa Aulia,
Bandung, 2006, him. 20.

"> H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang dan Bentuk — Bentuk Perusahaan,
Djambatan, Bandung, 1991, hlm. 79.

' www.reksawaluyo.com, diakses tanggal 14 maret 2017




Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena sampai
sekarang badan hukum yayasan masih diperdebatkan apakah badan hukum yayasan
dapat dikategorikan sebagai badan usaha atau tidak dari tujuan yang dingin dicapai

oleh Yayasan.

Dari analisis di atas timbullah persoalan - persoalan yang harus diteliti mengenai
penerapan hukum pidana terhadap rumah sakit, tanggungjawab rumah sakit, serta
kedudukan rumah sakit dalam penerapan hukum pidana ditinjau dari Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan sehingga penulis
memberikan judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Rumah Sakit Yang
Didirikan Oleh Yayasan Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran

Lingkungan Hidup Dengan Limbah Medis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka timbul permasalahan hukum sebagai

berikut :

Apakah Yayasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup?

Siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit
yang didirikan oleh Yayasan yang mencemari lingkungan dengan membuang limbah
medis tanpa adanya pengelolaan limbah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap rumah sakit dalam bentuk Yayasan yang

mencemari lingkungan dengan limbah medis.



2. Untuk menganalisa kedudukan rumah sakit bentuk Yayasan dalam kasus pencemaran
lingkungan dengan limbah medis ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalm suatu penelitian.
Metodelogi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan
atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan
kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan

pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat."’

Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu —
ilmu hukum. Pada penelitian kali ini, metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan metode yuridis — normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut
pandang dan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang.
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini
didapat dari 2 bahan pustaka yaitu bahan primer dan bahan sekunder.'® Bahan primer
yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang — undangan yang relevan
dengan penelitian ini seperti Undang — Undang Dasar 1945, Undang — Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang — Undang
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Bahan lain yang digunakan adalah

buku — buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, him. 18
' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali
Pres, Jakarta, 1995, him. 29



E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Yuridis Rumah Sakit, Yayasan, dan Korporasi Sebagai Sebagai

Yayasan

Bab ini akan membahas mengenai uraian asas dan teori mengenai rumah sakit bentuk

Yayasan dalam kasus pencemaran lingkungan.

BAB III : Pertanggungjawaban Hukum Pidana Delik Pencemaran Lingkungan

Hidup Tehadap Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan

Dalam bab ini membahas mengenai tanggungjawab pidana rumah sakit yang telah
mencemari lingkungan berdasarkan Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan hidup.

BAB 1V : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Rumah Sakit
yang Dibentuk Oleh Yayasan yang Mencemari Lingkungan Hidup

Dalam bab ini membahas mengenai kedudukan rumah sakit sebagai subjek hukum dan
pertanggungjawaban pidana dari rumah sakit yang melakukan pencemaran lingkungan

hidup.



BAB V : Penutup

Dalam bab ini akan ditulis tentang kesimpulan dan saran penulisan
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